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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tujuan Negara Republik Indonesia secara jelas dituangkan dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 bahwa 

Negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpuh darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehubungan dengan 

hal tersebut, sudah sepatutnya masyarakat Indonesia mendapat 

perlindungan dalam aspek-aspek kehidupannya. Berdasarkan ketentuan 

Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945menyatakan setiap anak berhak atas 

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas 

perlindungan dari kekerasaan dan diskriminasi. 1 

Semenjak manusia dilahirkan, pada dasarnya manusia telah bergaul 

dengan manusia lainnya dalam wadah yang di kenal sebagai masyarakat. 

Mula-mula ia berhubungan dengan orang tuanya dan setelah usianya 

meningkat dewasa ia hidup bermasyarakat, dalam masyarakat tersebut 

manusia saling berhubungan dengan manusia lainnya. Hubungan tersebut 

akan menimbulkan kesadaran pada diri manusia bahwa kehidupan dalam 

masyarakat berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagian besar 

 
1 C.T.S Kansil.Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka, 

Jakarta, 2014, h.346. 



 2 

warga masyarakat tersebut ditaati. Hubungan antar manusia dengan 

manusia dan masyarakat diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah.2 

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi 

hukum. Hukum adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa serta 

mempunyai sanksi yang tegas bagisiapa yang melanggarnya. Tujuan suatu 

hukum diciptakan untuk terbentuknya suatu kerukunan dan perdamaian 

dalam masyarakat. Tujuan hukum saat ini tidak terlaksana sebagaimana 

mestinya. Pada kenyataannya saat ini masih banyak terjadinya berbagai 

perbuatan-perbuatan yang menimbulkan tindak pidana. Suatu sistem 

hukum tersebut belum terwujud sepenuhnya sesuai dengan cita-cita 

hukum. 

Hukum sebagai alat kontrol sosial dalam masyarakat dituntut untuk 

dapat mengatasi atau mewaspadai segala bentuk perubahan sosial atau 

kebudayaan. Hukum merupakan sebagai pembuktian yang sebagian 

aturan hukum yang mengatur macam-macam pembuktian, syarat dan tata 

cara bagi yang melanggarnya.3 Bentuk perundang-undangan masih banyak 

masyarakat yang belum mengetahui dan memahami bagaimana prosedur-

prosedur yang berlaku dalam hukum itu sendiri. Persoalan kejahatan 

bukanlah merupakan persoalan yang sederhana terutama dalam 

masyarakat yang sedang mengalami perkembangan seperti di Indonesia. 

Perkembangan itu dapat dipastikan terjadi karena adanya perubahan tata 

 
2 Teguh Ptasetyo, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 1   
3 Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, 

Mandar Maju, Surabaya, 2013, h.10   
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nilai, dimana perubahan tata nilai bersifat negatif menjurus ke arah 

runtuhnya nilai-nilai budaya yang sudah ada.4 

Pada dasarnya fenomena munculnya kejahatan sebagai gejala 

sosial karena pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika 

dilihat berdasarkan peristiwa-peristiwa dari kasus yang ada, kemajuan 

budaya dan pembangunan pada umumnya tidak hanya menimpa orang 

dewasa, tetapi juga menimpa anak-anak. Adapun kejahatan terhadap anak-

anak dibawah umur yang sering terjadinya seperti kekerasan fisik, 

kekerasan emosional berupa kekerasan atau penganiayaan yang menyakiti 

hati dan kejiwaan serta menyebabkan emosional menjadi tidak stabil, 

pemerkosaan, bullying, hingga mengakibatkan kematian terhadap anak. 

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan mahluk sosial, 

sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dam 

merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, 

masyarakat, bangsa dan negara. 5 Oleh karena itu tidak ada setiap manusia 

atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut. 

Bila anak itu masih dalam kandungan orang tua dan orang tua tersebut 

selalu berusaha untuk menggugurkan anaknya dalam kandungannya, 

maka orang tua tersebut akan di proses hukum untuk 

mempertanggungjawabkan perbuatan yang melanggar hukum tersebut. 

Apabila anak yang telah maka hak atas hidup dan hak merdeka sebagai 

 
4 B.Simandjuntak, Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, Tarsito, Bandung, 

2011, h.71.   
5 H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, Hukum Perlindungan Anak, PTIK, 

Jakarta, 2016, h. 1.   



 4 

hak dasar dan kebebasan dasar tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan, 

tetapi harus dilindungi dan diperluas hak atas hidup dan hak merdeka 

tersebut.  

Hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia 

yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik hukum internasional 

maupun hukum nasional. Secara universal dilindungi dalam Universal 

Declaration of Human Right (UDHR) dan International on Civil and Political 

Right (ICPR). Bahkan hak asasi anak harus diperlakukan berbeda dengan 

orang dewasa yang diatur secara khusus dalam konvensi-konvensi 

internasional khusus.6 

Hak asasi anak diperlakukan berbeda dari orang dewasa tersebut, 

karena anak sejak masih dalam kandungan, melahirkan, tumbuh dan 

berkembang sampai menjadi orang dewasa, masih dalam keadaan 

tergantung menjadi orang dewasa, masih dalam keadaan tergantung belum 

mandiri dan memerlukan perlakuan khusus baik dalam gizi kesehatan, 

pendidikan, pengetahuan, agama dan keterampilan, pekerjaan, keamanan, 

bebas dari rasa ketakutan, bebas rasa kekhawatiran maupun 

kesejahteraan. Perlakuan khusus tersebut berupa mendapatkan 

perlindungan hukum dalam mendapatkan hak sipil, hak politik, hak 

ekonomi, hak sosial maupun hak budaya yang lebih baik sehingga begitu 

anak tersebut meningkat menjadi dewasa akan lebih mengerti dan 

memahami hak-hak yang dimilikinya, maka begitu anak tersebut sudah 

 
6 Ibid, h.2. 
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tumbuh menjadi dewasa tidak akan ragu-ragu lagi dalam mengaplikasikan 

dan menerapkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak 

budaya yang bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang 

telah ditetapkan. 

Anak yang merupakan generasi penerus bangsa dan penerus 

perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus 

karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam 

dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus 

dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia 

yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan Konvensi Perserikatan Bangsa-

Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan 

bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita 

bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, 

dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak 

kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.7 

Perilaku seks merupakan problem sepanjang zaman, yang muncul 

berpangkal dari potensi dasar kemanusiaan yang tidak direalisasikan 

melalui jalur-jalur yang relevan baik dalam perspektif moralitas maupun 

humanistis. Realisasi naluri yang salah pada akhirnya akan menimbulkan 

problem kemanusiaan tersendiri yang perlu dicari solusinya. Salah satu 

 
7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.   
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peerilaku seks yang menyimpang adalah pelecehan seks terhadap anak-

anak. 

Pencabulan terhadap anak merupakan perilaku atau tindakan yang 

menganggu melecehkan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok 

orang terhadap pihak lain yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin 

pihak yang diganggunya dan dirasakan menurunkan martabat dan harga 

diri orang yang diganggunya. pelecehan seksual sebagai suatu tindak 

pidana dimana seseorang yang telah dewasa menyentuh anak di bawah 

umur demi kepuasan seksual, misalnya perkosaan (termasuk juga sodomi). 

Pencabulan terhadap anak dapat mengakibatkan kerugian baik 

jangka pendek dan jangka panjang, termasuk psikopatologi dikemudian 

hari. Dampak psikologis, emosional, fisik dan sosialnya meliputi depresi, 

gangguan stres pasca trauma, kegelisahan, gangguan makan, rasa rendah 

diri yang buruk, gangguan identitas pribadi dan kegelisahan; gangguan 

psikologis yang umum seperti somatisasi, sakit saraf, sakit kronis, 

perubahan perilaku seksual, masalah sekolah/belajar; dan masalah 

perilaku termasuk penyalahgunaan obat terlarang, perilaku menyakiti diri 

sendiri, kekejaman terhadap hewan, kriminalitas ketika dewasa dan bunuh 

diri. Pola karakter yang spesifik dari gejala-gejalanya belum teridentifikasi. 

dan ada beberapa hipotesis pada asosiasi kausalitas ini. 

Perilaku seksual yang menyimpang jelas merupakan substansi dari 

relasi kelamin hetero seksual yang biasanya bersifat kompulsif. Karena itu 

disfungsi seksual dan penyimpangan seksual itu merupakan suatu aspek 
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gangguan kepribadian dan penyakit neurosis yang umum. 8 Pencabulan 

terhadap anak sering dirasakan sebagai perilaku menyimpang, karena 

perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan 

seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak 

diinginkannya. Artinya, pencabulan terhadap anak dapat berupa sikap yang 

tidak senonoh, seperti menyentuh anggota tubuh yang vital dan dapat pula 

hanya berupa kata-kata atau pernyataan yang bernuansa tidak senonoh. 

Sedangkan orang yang menjadi objek sentuhan atau pernyataan tersebut 

tidak menyenanginya.9 

Pencabulan yang dilakukan terhadap anak tentunya akan 

berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak 

tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma 

berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti 

minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya 

berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan 

dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan 

tersebut. Peran aktif dari para aparat penegak hukum dalam 

menanggulangi kejahatan kesusilaan sangat diperlukan. 10 

Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka 

tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, 

 
8 Kartini Kartono, Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual, Mandar Maju, 

Bandung, 2019, h. 227 
9 Rohan Colier, Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan 

Minoritas, Tiara Yogya, Yogyakarta, 2018, h. 4. 
10 Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya, 

Sinar Grafika, Jakarta,2016, h. 81 
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organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun 

secara tidak langsung. Korban adalah mereka yang menderita kerugian 

(mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif atau tindakan aktif orang 

lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak 

langsung.11 

Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam 

tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai 

bidang kehidupan. 12 Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi 

dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan 

peradilan pidana anak yang asing bagi dirinya anak perlu mendapat 

perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental fisik, 

dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan 

hukum/yuridis (legal protection).13 

Seorang anak yang menjadi korban pencabulan perlu mendapatkan 

hak-haknya perlu dilindungi dan disejahterakan dalam proses peradilan 

pidana, keberadaan korban pelecehan seksual tetap mengkhawatirkan, 

keterwakilannya oleh jaksa tidak menjadikan peristiwa yang dialami menjadi 

terganti. Dihukumnya pelaku pelecehan seksual tidak meghilangkan rasa 

 
11 Arif Gosita. Masalah Perlindungan Anak. Akademi Pressindo, Jakarta, 2011, 

h..35   
12 Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf, “Kekerasan seksual Dan Kekerasan 

Seksual: Masalah Dan Perlindungan Terhadap Anak”, Jurnal Sosio Informa, Vol. 01, No. 1 
Januari - April, Tahun 2018, h. 36 

13 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan 
Pidana Anak di Indonesia. Refika Aditama, Jakarta,  2018, h.17. 
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traumatis yang di derita oleh anak. Anak korban pencabulan bukan hanya 

menderita sekali, melainkan berulang-ulang kali dan memerlukan 

penanganan yang serius. Mengingat anak adalah tumpuan dan harapan 

orang tua. Anak jugalah yang menjadi penerus bangsa ini, maka wajib 

dilindungi maupun diberi kasih sayang. Namun fakta berbicara lain, 

maraknya kasus pencabulan pamembuktikan bahwa anak perlu dilindungi 

begitu banyak anak yang menjadi korban pencabulan. 

Anak yang menjadi korban pencabulan, akan meninggalkan 

perasaan malu, membenci diri dan depresi, sehingga untuk mengatasi 

perasaan tersebut, mereka menggunakan obat-obatan yang berlebihan dan 

bahkan ada yang melukai tubuhnya sendiri agar dapat mengekspresikan 

sakit yang dirasakan. Akhirnya akan menimbulkan gangguan jiwa yang 

disebut sebagai stress pasca trauma. Padahal, ada hak anak sebagai 

korban untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-

sosial. Bantuan rehabilitasi psikososial adalah bantuan yang diberikan oleh 

psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan 

lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.14 

Instrumen-instrumen di atas telah menetapkan seperangkat hak 

anak dan kewajiban negara-negara yang menandatangani dan 

eratifikasinya untuk melindungi anak dalam hal pekerja anak, 

pengangkatan anak, konflik bersenjata, peradilan anak, pengungsi anak, 

 
14 Bambang Waluyo, Perlindungan Saksi dan Korban, Sinar Grafika ,Jakarta, 2011, 

h. 42 
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eksploitasi, kesehatan, pendidikan keluarga, hak-hak sipil, dan hak-hak 

ekonomi, sosial dan ekonomi, sosial dan budaya yang bertujuan untuk 

memberikan perlindungan terhadap anak yang rentan menjadi korban 

(victim).15 

Tujuan dan dasar pemikiran perlindungan hukum terhadap anak 

tidak dapat dilepaskan dari tujuan bagaimana mewujudkan kesejahteraan 

anak sebagai bagian integral dari mewujudkan kesejahteraan sosial secara 

menyeluruh16 sebagaimana juga disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 

tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak memberikan pengaturan yang jelas dan 

komprehensif tentang perlindungan anak yang pada pokoknya bertujuan 

untuk memberikan jaminan dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, 

tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal, serta memperoleh 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

Korban selama ini hanya diwakili oleh negara sebagai penerima 

derita, yang akan membalas kepada pelaku yang diimplementasikan 

dengan sanksi pidana yang sudah di atur oleh peraturan perundang-

undangan. Anak sebagai korban kejahatan pencabulan disini tidak begitu 

populer diperhatikan, karena konsen penghukuman hanya diberikan 

kepada pelaku yang hal tersebut menandakan selesainya persoalan. 

 
15Reimon Supusepa, “Kejahatan Kekerasan seksual (Studi Komparasi Di Berbagai 

Negara Asing)”, Jurnal Sasi Vol.17 No.2 April – Juni 2018, h.38 
16Arif Gosita, Op.Cit, h.43. 
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Padahal dihukumnya pelaku kejahatan pencabulan, belum tentu anak 

sebagai korban merasa rela dan aman. Banyak korban yang masih belum 

merasa mendapat keadilan dan kembalinya posisi korban di tengah 

masyarakat akibat trauma yang diperoleh. Oleh karena itu perlu adanya 

hukum yang bisa memberikan keadilan yang setimpal bagi korban terhadap 

apa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan kekerasan seksual, jadi bukan 

penerapan sistem balas dendam yang dibutuhkan dalam menyelesaikan 

perkara dimaksud. 

Kasus pencabulan terhadap anak dapat juga terjadi dalam lingkup 

rumah tangga seperti dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 

2068/Pid.Sus/2020/PN. Mdn dengan terdakwa Imrin WD. Sitorus yang 

berusia 58 Tahun yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan 

perbuatan cabul. Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Passal 82 ayat 

(2) jo. Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tenttang 

Perlindungan Anak. Akibat peruatannya, maka terdakwa dipidana penjara 

selama 10 tahun da denda sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar 

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka 

diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fenomena pencabulan 

terhadap anak ini perlu dilakukan penelitian sehingga menuangkan dalam 

penelitian ini yang berjudul : “Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana 
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Perbuatan Cabul Terhadap Anak Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi 

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2068/Pid.Sus/ 2020/PN. 

Mdn)” 

B. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pencabulan terhadap 

anak? 

2. Bagaimana  penegakan hukum terhadap  tindak pidana pencabulan 

anak? 

3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan 

Negeri Medan Nomor 2068/Pid.Sus/2020/PN. Mdn? 

 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum tindak pidana pencabulan 

terhadap anak. 

2. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap  tindak pidana 

pencabulan anak. 

3. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan 

Pengadilan Negeri Medan Nomor 2068/Pid.Sus/2020/PN. Mdn. 

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua 

kegunaan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Secara teoritis untuk menjadi bahan untuk pengembangan wawasan 

dan untuk  memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, menambah dan 
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melengkapi  perbendaharaan dan koleksi ilmiah serta memberikan 

kontribusi pemikiran yang menyoroti dan membahas mengenai 

penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap 

anak.  

2. Secara praktis sebagai pedoman atau masukan bagi aparat penegak 

hukum maupun praktisi hukum dalam menentukan kebijakan 

menangani dan menyelesaikan terhadap anak sebagai korban tindak 

pidana pencabulan.  

 
D. Kerangka Teori dan Konsepstual 

1. Kerangka Teori 

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk 

mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan 

kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan mambahas 

masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-

pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.17 

Kerangka teori adalah bagian penting dalam penelitian, dengan 

adanya kerangka teori akan memberikan kemungkinan pada prediksi fakta 

mendatang, susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, 

asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, 

acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Teori yang 

berkenaan dengan judul penelitian di atas adalah : 

 
17 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Universitas Gajah Mada 

Press, Yogyakarta, 2013, h. 39-40. 
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a. Teori Penegakan Hukum 

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk 

mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan 

keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap 

anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yng menjadi 

haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan 

keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh 

masyarakat.18 

 Arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan 

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-

kaedah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai 

rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan 

mempertahankan pergaulan  hidup19. Penegakan hukum tidak bisa terlepas 

dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus 

(bijzonder dwangmiddelen) yang dimaksud alat paksa disini bukan 

merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh 

ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan 

penyitaan.20 

Hukum telah dikonsep ke dalam beberapa makna, sehingga tidak 

ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut  “hukum”. Dalam 

 
18 Waluyadi. Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, Bandung,  

2014, h.55  
19 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 

Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h.5  
20 Ibid, h. 7 
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sejarah perkembangan hukum tercatat sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) 

konsep hukum yang pernah ditemukan orang yaitu : 

1) Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai 
universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam 

2) Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu 
waktu tertentu dan tempat tertentu dan terkait sebagai produk 
eksplisit suatu sumber kekuasaan 

3) Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam 
proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku 
yang baru.21 
 

Penegakan hukum yang dalam istilah asingnya law enforcement, 

merupakan ujung tombak agar terciptanya  tatanan hukum yang baik, guna 

melindungi kepentingan umum atau negara, kepentingan masyarakat dan 

kepentingan pribadi22. Kepentingan tersebut terlindungi apabila supremasi 

hukum benar-benar berjalan dengan baik. 

Pelaksanaannya ketimpangan-ketimpangan seringkali ditemukan 

dalam proses penegakan hukum, dimana Atmasasmita dan Lili Rasjidi 

mengatakan bahwa ketimpangan-ketimpangan dalam proses penegakan 

hukum di Indonesia adalah karena adanya kesenjangan antara proses 

pembentukan hukum (law making process), proses sosialisasi hukum (law 

illumination process) dan proses penegakan hukum (law enforcement 

process)23.  

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo dan Liliana 

Tedjosaputro, adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan 

 
21C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, 

Jakarta, 2012, h. 12  
22Lili Rasjidi,  Hukum Sebagai Suatu Sistem,  Mandar Maju, Bandung, 2013, h.123 
23Ibid 
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hukum menjadi  kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini adalah 

pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam 

peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut menentukan 

bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.24 

Satjipto dan Liliana mengemukakan, bahwa penegakan hukum 

dapat bersifat preventif, represif dan kuratif serta dapat juga ditetapkan 

pada bidang hukum pidana, perdata dan administrasi. Penegakan hukum 

preventif  adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga agar 

orang atau masyarakat tidak melakukan kejahatan. Penegakan hukum 

represif adalah segala tindakan yang dilakukan aparatur penegak hukum 

sesudah terjadi kejahatan. Sedangkan penegakan hukum kuratif adalah 

penegakan hukum preventif dalam arti seluas-luasnya dalam usaha 

penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada tindakan 

terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kesemua sistem penegakan 

hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat 

perlengkapan negara atau aparatur penegak hukum yang mempunyai 

aturannya masing-masing.25 

Mengenai hal di atas Mochtar kusumaatmaja menyatakan bahwa 

hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan 

tanpa hukum adalah kelaliman. Sehingga untuk tegaknya hukum perlu 

 
24Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana, 

Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2015, h.55  
25 Ibid, h. 77  
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kekuasaan yang mendukungnya, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi 

kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.26 

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada 

faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana kelima faktor tersebut saling 

berkaitan. Oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum, serta 

merupakan tolok ukur dari efektivitasnya penegakan hukum, yaitu : 

1) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini undang-undang 
beserta peraturan pelaksanaannya 

2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan 
hukum 

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum 
4) Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum itu 

diterapkan 
5) Faktor kebudayaan, yakni hasil cipta, rasa dan karsa dari 

manusia dalam kehidupannya.27 
 
Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai 

tetapi dapat juga karena pelanggaran  hukum. Dalam hal ini hukum yang 

dilanggar itu harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum 

menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus 

selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. 

Supremasi hukum harus dilaksanakan  sesuai dengan ungkapan “fiat 

justicia et pereat mundus” ( meskipun langit runtuh hukum harus 

ditegakkan).28 

 
26Mochtar Kusumaatmaja, Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Alumni, 

Bandung, 2002, h. 5 
 27 Soerjono Soekanto,  Op. Cit, h. 3  
 28Sudikno dan Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2013, h. 1 
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Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh 

dilakukan serta apa yang tidak boleh dilakukan (dilarang). Sasaran hukum 

yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan 

hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan 

kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem 

bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk 

penegakan hukum. 

b. Teori Pembuktian 

Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan 

hukum acara pidana (formeel strafrecht/strafprocessrecht) pada 

khususnya, aspek pembuktian  memegang peranan menentukan untuk 

menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. 

Hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan, tidak hanya dalam bentuk 

pemidanaan, tetapi dapat juga menjatuhkan putusan bebas dan putusan 

lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan bebas akan dijatuhkan oleh 

hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa dari hasil 

pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atau perbuatan 

yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. 

Kemudian putusan lepas dari segala tuntutan hukum, akan dijatuhkan oleh 

hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa perbuatan yang 

didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan 

suatu tindak pidana. 
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Waluyadi, mengemukakan bahwa terdapat beberapa teori 

pembuktian dalam hukum acara, yaitu: 29 

a. Conviction-in Time. 

Sistem pembuktian conviction-in time menentukan salah tidaknya 

seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan 

hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan 

terdakwa, yakni dari mana hakim menarik dan menyimpulkan 

keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh 

diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya 

dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu 

diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau 

pengakuan terdakwa.  Kelemahan sistem pembuktian conviction-in time 

adalah hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa 

semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung alat bukti 

yang cukup. Keyakinan hakim yang dominan atau yang paling 

menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti 

yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan 

hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem 

pembuktian ini. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu 

besar, sehingga sulit diawasi.  

b. Conviction-Raisonee. 

 
29 Waluyadi. Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, Bandung,  

2014. hlm 39 
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Sistem conviction-raisonee pun, keyakinan hakim tetap memegang 

peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan 

tetapi, pada sistem ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam 

sistem pembuktian conviction-in time peran keyakinan hakim leluasa 

tanpa batas maka pada sistem conviction-raisonee, keyakinan hakim 

harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas. Hakim harus 

mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa 

berdasarkan alasan (reasoning). Oleh karena itu putusan juga 

bedasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (reasonable). Hakim 

wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari 

keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Sistem atau teori pembuktian 

ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut 

alasan-alasan keyakinannya (vrijs bewijstheorie). 

c. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (positief wettelijke 

stelsel). 

Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti 

yang ditentukan undang-undang, yakni untuk membuktikan salah atau 

tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti 

yang sah. Terpenuhinya syarat dan ketentuan pembuktian menurut 

undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa 

mempersoalkan keyakinan hakim, yakni apakah hakim yakin atau tidak 

tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah.  Sistem 

pembuktian ini lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasar 
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hukum. Artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang, semata-mata 

tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi di atas 

kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas: seorang 

terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan 

kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti 

yang sah menurut undang-undang. Sistem ini disebut teori pembuktian 

formal (foemele bewijstheorie).  

d. Pembuktian menurut undang-undang secara negative (negatief 

wettelijke stelsel). 

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan 

teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif 

dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau conviction-in time. 

Sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan 

salah atau tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara 

kedua unsur tersebut. 

Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang 

didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-

alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus 

keterbuktian kesalahan itu dibarengi dengan keyakinan hakim. 

c. Teori Perlindungan Hukum. 

Teori perlindungan hukum dipergunakan sebagai pisau analisia 

perumusan kedua dan ketiga yaitu perlindungan hukum terhadap anak 

sebagai korban tindak pidana pencabulan, pertimbangan hukum hakim 
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dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2068/Pid.Sus/2020/PN. 

Mdn. 

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah 

berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi 

penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang 

dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang bekelanjutan 

dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali 

Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber 

daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju 

masyarakat yang adil dan makmur, material spiritual berdasarkan Pancasila 

dan UUD NRI Tahun 1945.  Upaya-upaya perlindungan anak harus telah 

dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi 

pembangunan bangsa dan negara. 

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, 

merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib 

diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan 

perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat 

hukum.30 Oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan 

perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan 

kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang 

membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan 

 
30 Abdul G. Nusantara, Hukum dan Hak-Hak Anak, Rajawali, Jakarta, 2016, h. 23   
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perlindungan anak.31 Kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki 

aspek yaitu berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak serta 

menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.  

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk 

menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan 

kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar 

baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan 

adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian perlindungan 

anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan 

bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik 

dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. 

Hukum merupakan jaminan bagi perlindungan anak.32 

Menurut Shanty Dellyana bahwa perlindungan anak adalah “suatu 

usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan 

hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak ini merupakan 

perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat”.33 Dengan demikian 

maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang 

kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 

 
31 Arief Gosita, Op.Cit, h. 222   
32 Ibid.  h. 33. 
33 Shanty Dellyana. Wanita dan Anak Di Mata Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2018.  

h.18 
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Maulana Hassan Wadong menyebutkan untuk mengelompokan 

hukum perlindungan anak dengan bentuk yaitu aspek hukum perlindungan 

anak, ruang lingkup advokasi anak dan hukum perlindungan anak lebih 

dipusatkan pada hak-hak anak yang diatur dalam hukum dan bukan 

kewajiban, mengingat ketentuan hukum (yuridis) anak belum dibebani 

dengan kewajiban”.34 Lebih lanjut Maulana Hassan Wadong memberikan 

pengertian hukum perlindungan anak dengan pengertian jengdrecht  dan 

kemudian mengelompokan ke dalam dua bagian yaitu : 

1) Dalam pengertian luas yaitu hukum perlindungan anak adalah 
segala aturan hidup yang memberikan perlindungan kepada 
mereka yang belum dewasa dan memberikan kemungkinan bagi 
mereka untuk berkembang. 

2) Dalam pengertian sempit, hukum perlindungan anak meliputi 
perlindungan hukum yang terdapat dalam : 
a) Ketentuan hukum Perdata 
b) Ketentuan hukum Pidana 
c) Ketentuan hukum acara.35 

 
Berdasarkan definisi hukum perlindungan anak tersebut dapat dilihat 

unsur-unsur yang essensial yang meletakkan hak-hak anak dalam proses 

pembinaan/pembelaan dan perlindungan yang ditentukan oleh hukum. 

Unsur-unsur tersebut adalah: 

1) Peraturan hukum formal dan material yang bersifat memaksa 

2) Proses perlindungan hak atau hak-hak anak 

3) Adanya perbuatan tindak pidana (straafbaar feit) dan perbuatan 

melawan hukum 

4) Adanya kepentingan hak anak yang terlindungi. 

 
34 Maulana Hassan Madong, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, 

Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2018,  h. 41 
35 Ibid, h. 41. 
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Kepedulian umat manusia atas eksistensi anak dan masa depannya 

telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Anak. 

 Perlindungan anak adalah antara lain: 

1) Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang 
maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan 
mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan 
kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak remaja yang sesuai 
dengan kepentingan dan hak asasinya. 

2) Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh 
perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan 
swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan 
kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusaia 0 – 18 
tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi 
dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya 
seoptimal mungkin.36 

 
 Hukum perlindungan anak adalah keseluruhan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang menjadi dasar orang melindungi pelaksanaan 

hak dan kewajiban anak. Anak yang berkonflik dengan hukum harus 

mendapat perlindungan. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan 

dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak meliputi anak yang 

berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan 

kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. 

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum 

dilaksanakan melalui: 

 
36 Iman Jauhari. Advokasi Hak-Hak Anak (Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan 

Perundang-Undangan), Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, h. 20-21 
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1) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat 
dan hak-hak anak. 

2) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini 
3) Penyediaan sarana dan prasarana khusus 
4) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik 

bagi anak 
5) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap 

perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum 
6) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan 

orang tua atau keluarga 
7) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa 

dan untuk menghindari labelisasi.37 
 

Perlindungan anak dilihat dari segi pembinaan generasi muda yang 

merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan juga menjadi 

sarana guna tercapainya tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat 

adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan UUD 

NRI Tahun 1945 dengan wadah negara kesatuan republik indonesia dalam 

ketertiban pergaulan internasional yang damai, adil dan merdeka. 

Perlindungan anak menyangkut pula aspek pembinaan generasi 

muda dan masalah nasional yang memerlukan penataan dalam suatu 

sistem terpadu dan terkoordinasi dengan baik. Perlindungan hak asasi anak 

adalah meletakkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam kehidupan 

masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-

kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Perlindungan dapat 

diberikan pada hak-hak dalam berbagai cara. Proses perlindungan anak 

dimaksud sebagai proses pendidikan terhadap ketidakpahaman dan 

ketidakmampuan anak dalam melakukan suatu tugas-tugas sosial 

 
37 Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi 

dan Restorative Justice, Refika Aditama, Bandung, 2009, h.  209. 
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kemasyarakatan. Perlindungan hak asasi anak dapat diberikan dengan 

cara yang sistematis, melalui serangkaian program, stimulasi. Pendidikan, 

bimbingan, permainan dan dapat juga diberikan melalui bantuan hukum. 

 
2. Kerangka Konseptual 

Konsep adalah suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang 

dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk 

keperluan analitis.38 Suatu konsep atau suatu kerangka konsepsionil pada 

hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit 

dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun 

demikian kerangka konsepsionil masih juga kadang-kadang dirasakan 

abstrak sehingga diperlukan defenisi-defenisi operasional yang akan dapat 

dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian. 

Mendapatkan kejelasan maka perlu disampaikan beberapa batasan 

sebagai definisi operasional dalam penelitian ini yaitu : 

a. Tindak pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur 

perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang 

menimbulkan peristiwa itu dapat dikenakan sanksi pidana (hukuman).39 

b. Pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan 

(kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan 

nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota 

 
38 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan 

Singkat,Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 7.   
 39 Leden Marpaung, Op.Cit, h.87. 
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kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Pada 

umumnya yang menjadi pencabulan ini adalah anak-anak. 40 

c. Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-udang No.35 Tahun 2014 

tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak  merupakan seseorang yang belum berusia 18 

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.41 

E. Keaslian Penelitian 

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di 

perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian 

tentang “Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Perbuatan Cabul 

Terhadap Anak Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan 

Negeri Medan Nomor 2068/Pid.Sus/2020/PN. Mdn)” belum pernah 

dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, 

walaupun ada beberapa topik penelitian tentang tindak pidana pencabulan 

tapi jelas berbeda. Terdapat beberapa tesis  seperti pada tesis : 

1. Tesis Salmah Novita Ishaq, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum 

Universitas Hasanuddin Makasar Tahun 2017, dengan judul 

”Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan 

Seksual”. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah : 

a. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi anak korban 

kejahatan seksual? 

 
40 Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya, 

Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h.28. 
 41 Maulana Hassan Madong, Op.Cit, h.19. 
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b. Bagaimanakah kendala dalam pemberian perlindungan hukum bagi 

anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual ? 

2. Tesis Yelli Nelvia, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum 

Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Tahun 2019 

dengan judul : ”Pengaturan Sanksi Kekerasan Seksual Terhadap Anak 

Dalam Kebijakan Perundang-Undangan Di Indonesia”, dengan rumusan 

masalah : 

a. Bagaimanakah pengaturan sanksi tindak kekerasan seksual 

terhadap anak dalam kebijakan perundang-undangan yang berlaku 

di Indonesia?  

b. Bagaimanakah pengaturan tentang sanksi pidana tindak kekerasan 

seksual terhadap anak dalam kebijakan Rancangan Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana? 

3. Tesis Litia Pratidina Sembiring mahasiswa Program Studi Magister Ilmu 

Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area Medan Tahun 

2018 dengan judul : ”Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai 

Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Putusan Nomor 

79/Pid.Sus-Anak/2015/PN-Mdn)”, dengan rumusan masalah : 

a. Bagaimana aturan hukum tindak pidana pencabulan yang dilakukan 

oleh anak? 

b. Bagaimana kendala hakim dalam menjatuhkan keputusan dalam 

tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak? 
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c. Bagaimana kebijakan hukum pidana bagi anak sebagai pelaku 

tindak pidana pencabulan? 

Penelitian ini adalah asli karena mempunyai perbedaan dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan tersebut adalah penelitian ini 

meneliti tentang tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah 

umur dalam lingkup rumah tangga, sehingga penelitian ini sesuai dengan 

asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, obyektif dan terbuka, sehingga 

penelitian  ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah 

dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun 

sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah. 

 
F. Metode Penelitian 

1. Jenis  dan Sifat Penelitian. 

 Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini 

menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu kajian yang memandang 

hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur 

dan lain-lain, kajian empiris dunianya adalah das sin (apa kenyataanya).42 

Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum 

yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.43 

Penelitian hukum empiris berfokus pada perilaku (behavior) yang 

berkembang dalam masyarakat atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. 

 
42 Eka N.A.M. Sihombing dan Cynthia Hadita, Penelitian Hukum, Setara Press, 

Malang, 2022, h.46. 
43 Ibid. 
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Dengan demikian hukum dikonsepkan sebagai perilaku nyata (actual 

behavior) yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup 

bermasyarakat. 44 

Sifat penelitiannya adalah deskriptif analitis. Penelitian dengan 

menggunakan deskriptif analistis adalah “penelitian yang hanya semata-

mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk 

mengambil kesimpulan-kesimpulan secara umum”.45 Tujuan dalam 

penelitian deskriptif adalah “untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat 

individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan 

frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan 

tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat”.46 Maksud utama 

analisis terhadap bahan hukum adalah “mengetahui makna yang 

dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang 

secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam 

praktik”.47 

 

2. Metode Pendekatan. 

 
44 Ibid, h.47. 
45 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2016,  h.4   
46 Kontjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Prenada Media, 

Jakarta, 2017, h. 42. 
47 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia 

Publishing, Malang, 2018, h. 310 
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Metode pendekatan penelitian ini dipilih pPendekatan kasus (case 

approach),48 dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang 

berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan 

berkekuatan hukum tetap yaitu putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 

2068/Pid.Sus/2020/PN. Mdn. 

3. Sumber Data 

Penelitian hukum didalam tesis ini, sumber-sumber data yang 

dipakai yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer 

adalah suatu bahan hukum yang paling utama digunakan dalam penelitian 

dan sifatnya mengingat. Bahan-bahan hukum primer adalah putusan-

putusan hakim, peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder 

yang berarti bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum dari primer 

seperti buku-buku, jurnal-jurnal huku, disertasi, tesis, artikel-artikel dari 

internet sedangkan bahan hukum tersier seperti kamus-kamus hukum dan 

ensiklopedia.  

  Bahan yang paling digunakan adalah data sekunder yang berfungsi 

untuk menyerap seluruh bahan yang ada, yaitu : 

a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang mengikat berupa 

peraturan perundang–undangan yang berlaku dan ada kaitannya 

dengan permasalahan yang dibahas antara lain berupa:  

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

 
48 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94   
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3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

4) Undang-Undang Nomor 11  Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan  

Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

153. 

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya 

memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti buku-

buku, makalah hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, jurnal 

ilmiah dan pendapat dari kalangan pakar hukum yang relevan dengan 

objek dalam penelitian ini.49 

c. Bahan hukum tersier adalah suatu bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.50 

4. Teknik  dan Alat Pengumpulan Data 

Teknik untuk memperoleh data yang berhubungan dengan 

permasalahan yang diteliti, dilaksanakan studi kepustakaan (library 

research). Studi Kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, 

pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat 

dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut berupa peraturan 

perundang-undangan, karya ilmiah sarjana, dan lain-lain. 

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data 

yang diperlukan untuk mendukung yaitu berupa Studi dokumen digunakan 

 
49 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodelogi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, 

Jakarta, 2012, h, 24   
50 Soerjono Soekanto, Op.Cit,  h.52   
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untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, 

mengidentifikasi dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan 

objek penelitian. Data sekunder tersebut diperoleh dengan mempelajari 

buku-buku, hasil penelitian dan dokumen-dokumen perundang-undangan 

yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana 

pencabulan terhadap anak. 

5. Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan penelitian 

kepustakaan, selanjutnya akan dianalisis, Ini dilakukan agar akurasi data 

dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara menjajaki 

kembali ke sumber data dan diperdalam dengan cara menggabungkannya 

dengan sumber-sumber data yang ada, analisis data ini dilakukan secara 

deskriptif analisis kualitatif.51  

 
51 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kuantitatif,  Remaja Rosda Karya, 

Bandung, 2016, h. 163. 
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BAB II 

PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN  
TERHADAP ANAK 

 
A. Pengertian Anak 

Filosofi anak merupakan generasi muda, salah satu sumber daya 

manusia yang memiliki potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa 

yang akan datang, yang memiliki peran strategi serta mempunyai cirri atau 

sifat khusus, pembinaan dan perlindungan yang khusus pula.52 Menurut 

Kartini Kartono, anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda 

usia dan jiwanya, sehingga sangat mudah terpengaruh lingkungannya.53 

Menurut Shanty Dellyana, anak adalah mereka yang belum dewasa dan 

yang menjadi belum dewasa kerena peraturan tertentu (akibat mental) yang 

masih belum dewasa).54 

Pengertian anak berdasarkan peraturan perundang-undang 

berbeda-beda akibat adanya perbedaan batasan usia dalam peraturan 

perundangan-undangan itu sendiri. Pengertian anak jika di tinjau dari segi 

usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, 

waktu, dan keperluan apa yang juga akan mempengaruhi dalam 

menentukan batasan umur anak. Pengertian anak dilihat dari peraturan 

perundang- undangan saat ini. 

 
52 Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2011, h.76.   
53Kartini-Kartono, Gangguan-Gangguan Psikis. Sinar Baru, Jakarta, 2012, h.187   
54 Shanty Dellayana, Op.Cit,  h..50   
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Anak yang dikategorikan sebagai anak dibawah umur adalah 

sebagai berikut : 

1. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan 

Anak. 

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, 

dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 

belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.55 Lebih lanjut 

dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus 

cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai sifat 

khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada 

masa depan. 

2. Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak 

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak disebutkan: 

(1) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang 
berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak 
pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana  

(2) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut 
Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, 
tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga 
melakukan tindak pidana  

(3) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya 
disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 
(delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, 
dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana  

 
Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut 

anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang 

 
55 Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undnag Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan 

Anak   
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dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, 

dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang 

didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. 

2. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 45 KUHPidana yaitu 

anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun, 

di dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena 

melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat 

menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada 

orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau 

memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah 

tanpa  pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu 

pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 

514, 517 – 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun 

sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu 

pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau 

menjatuhkan pidana kepada yang bersalah. Pasal ini dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan ketentuan Undang-undang 

Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dan dan terakhir oleh 

Undang-undang nomor 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Anak. 

3. Menurut Hukum Perdata. 

Pasal 330 KUH Perdata mengatakan, orang belum dewasa adalah 

mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan 
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tidak lebih dahulu telah kawin. Aturan ini tercantum dalam UU No.4/1979). 

Hal ini didasarkan pada pertimbangan usaha kesejahteraan anak, dimana 

kematangan sosial, pribadi dan mental seseorang anak dicapai pada umur 

tersebut. Pengertian ini digunakan sepanjang memiliki keterkaitan dengan 

anak secara umum, kecuali untk kepentingan tertentu menurut undang-

undang menentukan umur. 

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatakan 

Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 

19 (sembilan belas) tahun. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat 

dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri. 

 
B. Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak 
 

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan 

tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat 

undang-undang merumuskan suatu undang- undang mempergunakan 

istilah peristiwa pidana atau pebuatan pidana atau tindakan pidana.56 

PAF. Lamintang menyebutkan tindak pidana adalah suatu 

pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan 

sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana 

 
56Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta, Rengkang Education, 

Yogyakarta, 2012, h. 20 
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penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi 

terpeliharanya tertib hukum.57 Leden Marpaung meyebutkan strafbaarfeit 

adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan 

sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut 

dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan 

sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.58 

Andi Hamzah merumuskan tindak pidana adalah sebagai suatu 

tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau 

diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat 

melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang 

bertanggungjawab).59 Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai 

perbuatan pidana yang diartikan perbuatan yang melanggar yang dilarang 

oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) 

yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan 

tersebut.60 

Teguh Prasetyo mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, 

dikarenakan alasan sebagai berikut:  

1. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana. 

2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-

undang. 

 
57P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,  Citra Adytia Bakti, 

Bandung, 2014, h. 182   
58Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 

2012, h.8 
59Andi Hamzah,. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, Jakarta, 2014, ,h.96. 
60 Moeljatno,  Asas–Asas Hukum Pidana.  Rineka Cipta, Jakarta, 2018, h.16 
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3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat 

dipertanggungjawabkan.61 

Kamus hukum mengartikan delik sebagai suatu perbuatan yang 

melanggar hukum.62 Dalam hukum pidana Belanda selain memakai istilah 

strafbaar feit kadang juga menggunakan kata delict yang berasal dari 

bahasa lain delictum. Secara umum oleh pakar hukum pidana disetujui 

penggunaan strafbaar feit.  

Hukum pidana mengenal beberapa rumusan pengertian tindak 

pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah Strafbaar Feit. 

Sedangkan dalam perundang-undangan negara Indonesia istilah tersebut 

disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.  

Seperti diketahui bahwa istilah het strafbare feit telah diterjemahkan 

dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut: 

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum. 

2. Peristiwa pidana 

3. Perbuatan pidana 

4. Tindak pidana.63 

Melihat apa yang dimaksud di atas, maka pembentuk undang-

undang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi 

para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. 

 
61 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Raja Grafindo, Jakarta,  2013, h. 48 
62Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesiaa, Jakarta,  2016, h.144.  
63 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2017, h. 26 
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Tentang apa yang diartikan dengan strafbaar feit (tindak pidana) para 

sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda. 

Menurut Simons merumuskan strafbaar feit adalah: 

Suatu handeling (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan 
pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum 
(onrechtmatig) dilakukan dengan kesalahan schuld oleh seseorang 
yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya 
dalam dua golongan unsur yaitu: 
1. Unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang 

dilarang/diharuskan. 
2. Unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan 

bertanggung jawab.64 
 

Simon mendefinisikan strafbaar feit dengan suatu tindakan 

melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak 

sengaja oleh orang-orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas 

tindakannya.65  

Utrecht memandang rumusan yang dikemukakan oleh Simon itu 

merupakan rumusan yang lengkap. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa unsur-unsur strafbaar fit meliputi : 

1. Suatu perbuatan 

2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman 

3. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat 

dipertanggungjawabkan.66 

KUHP bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah yang 

digunakanpun sama yaitu strafbaar feit. Namun dalam menterjemahkan 

 
64 M. Hamdan,  Tindak Pidana Suap dan Money Politics, Pustaka Bangsa Press, 

Medan, 2010, h. 8 
65Leden Marpaung, Unsur-unsur Perbuatan yang dapat Dihukum, Op.Cit,  h.4. 
66Ibid.,  
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istilah strafbaar feit ke dalam bahasa Indonesia terdapat perbedaan. 

Sebagaimana yang dikutip oleh Andi Hamzah, Moeljatno dan Roeslan 

Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana meski tidak untuk 

menterjemahkan strafbaar feit. Sedangkan Utrecht menyalin istilah 

strafbaar feit menjadi peristiwa pidana, dimana beliau menterjemahkan 

secara harfiah menjadi peristiwa pidana.67 Meskipun terdapat banyak 

perbedaan pengistilahan, namun yang jelas semua bersumber pada 

strafbaar feit. Dan mengenai penggunaan istilah tersebut A.Z. Abidin 

sependapat bahwa lebih baik digunakan istilah padanannya saja yang 

banyak digunakan yaitu delik.68 

Van Hamel dalam M. Hamdan merumuskan strafbaar feit (tindak 

pidana) itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya 

ditambahkannya dengan kalimat ‘tindakan mana bersifat dapat dipidana’.69 

Perumusan Van Simon dalam M. Hamdan, bahwa strafbaar feit adalah 

suatu kelakuan (gedraging) manusia yang dilarang dan oleh Undang-

Undang diancam dengan pidana.70 

Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan 

yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana 

barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Selanjutnya Mulyatno 

menyebutkan bahwa menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-

 
67Andi Hamzah, Op.Cit,  h. 4. 
68Ibid., h. 65. 
69 M. Hamdan, Op.Cit, h. 8 
70 Adami Chazawi.Op.Cit, h. 28. 
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perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, 

merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat 

akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik 

dan adil. 71 

R. Tresna dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa peristiwa pidana 

adalah suatu perbuatan rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan 

dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya 

terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Ia juga 

menyatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa 

pidana, perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu: 

1. Harus ada suatu peruatan manusia. 
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam 

ketentuan umum. 
3. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu 

orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan. 
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum. 
5. Terhadap perbuatan  itu harus tersedia ancaman hukuman di 

dalam Undang-Undang.72 
 

R. Soesilo menyebutkan tindak pidana adalah sesuatu perbuatan 

yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan 

atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu 

diancam dengan hukuman.73 Tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur 

yaitu: 

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi: 
a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu 

perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana. 
b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas 

merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan 

 
71 Moeljatno. Op.Cit, , h. 54 
72 M. Hamdan, Op.Cit, h. 9 
73R. Soesilo, Kitab UndangUndang Hukum Pidana, Politea, Bogor, 2012,  h. 26 
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hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya 
dapat dihukum. 

c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini 
bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan. 

d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan 
itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-
undang. 

2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si 
pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar 
aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat 
dipertanggungjawabkan kepada pelanggar. 74 

 
Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan 

tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 

1. Melawan hukum 

2. Merugikan masyarakat 

3. Dilarang oleh aturan pidana 

4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.75 

Memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana 

adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, 

sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat  menunjukkan sifat 

perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan 

merugikan  masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana 

sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 

KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat 

melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru 

 
74 Ibid. h. 26 
75 M. Hamdan. Op.Cit. h.10. 
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masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh 

peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman. 

Apakah sesuatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, 

haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku 

(hukum pidana positif). Di dalam KUHPidana yang berlaku sekarang ini, 

tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur 

dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga. Apa 

kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak 

pidana ini, KUHPidana sendiri tidak ada memberikan penjelasan sehingga 

orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan 

atau tindak pidana yang  berat, dan pelanggaran adalah perbuatan-

perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Hal ini juga didasari bahwa  pada 

kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah lebih berat 

daripada ancaman pidana yang ada pada pelanggaran. 

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia pencabulan berasal dari 

kata cabul yang diartikan sebagai “tidak senonoh, melanggar adat dan 

susila, melanggar kesopanan, keji dan kotor”. Perbuatan cabul dapat 

digolongkan sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan. 

Pencabulan menurut R. Soesilo adalah segala perbuatan yang 

melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu 
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dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-

raba anggota kemaluan, buah dada, dan sebagainya.76 

Perbuatan cabul (ontuchtige hendelingen) adalah segala macam 

wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan 

pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau 

bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya 

mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah 

dada, mencium mulut seseorang dan sebagainya.77 

Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah 

tentang pencabulan, yaitu : 

1. Exhibitionsm yaitu sengaja memamerkan kelamin kepada orang lain 

2. Voyeurism yaitu mencium seseorang dengan bernafsu 

3. Fondling yaitu mengelus/meraba alat kelamin seseorang 

4. Fellato yaitu memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.78 

Pencabulan merupakan perbuatan yang melanggar norma 

kesusilaan. Adapun golongan dari perbuatan yang melanggar norma 

kesusilaan diantaranya perkosaan dan zina. Pengertian dari perkosaan 

secara umum yaitu jika seorang pria melakukan persetubuhan dengan 

wanita dengan persetujuan wanita tersebut tetapi persetujuan tersebut 

dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai. Sanksi pidana dari 

 
 76 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-
komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, 2016, h.212 
 77 Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai KesopananRaja Grafindo Persada, 
Jakarta,  2017, h.80. 
 78 Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, 
h.64 
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perkosaan terdapat dalam Pasal 285 KUHP. Selain perkosaan, zina juga 

merupakan golongan dari tindak pidana kesusilaan dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia17 zina merupakan perbuatan bersenggama antara laki-

laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan 

(perkawinan) dan perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat 

perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang 

perempuan yang terikat dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. 

Sanksi pidana dari zina terdapat dalam Pasal 284 KUHP. 

Landasan yuridis mengenai tindak pidana pencabulan sendiri diatur 

dalam KUHP pada Bab XIV buku ke II, yaitu pada Pasal 289 sampai dengan 

Pasal 296 KUHP, yang mengategorikan pencabulan tersebut sebagai 

kejahatan terhadap kesusilaan. Sedangkan pencabulan terhadap anak 

diatur dalam Pasal 290 ayat (2) dan (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 

ayat (1), dan Pasal 295 KUHP. 

Pasal 289 KUHP : “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman 

kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan 

pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusak kesopanan dengan 

hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun” 

Pasal 290 KUHP 

1e. “Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan 
seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau 
tidak berdaya” 

2e. “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, 
sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur 
orang itu belum cukup umur 15 tahun atau kalau tidak nyata 
berupa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat kawin”. 

3e. “Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang yang 
diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang 
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itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, 
bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau 
membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan 
bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin”. 

 
Pasal 292 KUHP : “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul 

dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang 

diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum 

penjara selama-lamanya lima tahun” 

Pasal 293 KUHP : “Barang siapa dengan mempergunakan hadiah 

atau perjanjian akan memberikan uang atau barang, dengan salah 

mempergunakan pengaruh yang berkelebihan-lebihan yang ada 

disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, 

sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat 

kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum 

dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan 

dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara selama-

lamanya lima tahun”. 

Pasal 294 KUHP : “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan 

anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak 

peliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang 

dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan 

bujang atau bawahannya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-

lamanya tujuh tahun”. 

Pasal 295 KUHP : 
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1e. “Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barangsiapa 
dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya 
perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, 
atau anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau 
oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, 
pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun 
oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, 
dengan orang lain”. 

2e. “Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, 
barang siapa yang dengan sengaja, diluar hal-hal yang tersebut 
pada 1e., ,menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul 
dengan orang lain yang dikerjakan oleh orang belum dewasa 
yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa ia ada belum 
dewasa”. 

 
Pasal 296 KUHP : “Barang siapa yang pencahariannya atau 

kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan 

perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu 

tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000 (lima belas 

ribu rupiah)”. 

Landasan yuridis mengenai tindak pidana pencabulan anak dalam 

Pasal 81 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

serta Pasal 76E dan Pasal 82 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang 

perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak yang juga diatur mengenai ketentuan pidana bagi seseorang yang 

dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan lain-

lain. 

Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 : “Setiap Orang 

dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, 

melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau 
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membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan 

cabul”. 

Pasal 81 : 

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam  Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 
5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda 
paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 
pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu 
muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak 
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain 

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau 
tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) 
dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” 
 

Pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 : 

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 
5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda 
paling banyak Rp.5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah). 

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau 
tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) 
dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 
C. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan 

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan korban adalah seseorang 

yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang 

diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 

2004 tentang Komisi kebenaran dan rekonsiliasi, mengatakan korban 

adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami 

penderitaan, baik fisik, mental meupun emosional, kerugian ekonomi, atau 
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mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, 

sebagai akibat pelanggaran hak atau manusia yang berat, termasuk korban 

adalah ahli warisnya. 

Secara luas pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar 

korban yang menderita secara langsung, akan tetapi korban tidak langsung 

pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklasifikasikan sebagai 

korban. Yang termasuk dalam kategori korban tidak langsung di sini yaitu, 

istri yang kehilangan sumi, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang 

kehilangan anaknya dan sebagainya.79 

Dari beberapa definisi di atas istilah korban tidak hanya mengacu 

kepada seseorang saja melainkan mencakup kelompok dan masyarakat 

yang mengalami kerugian tidak hanya ekonomi dan mental namun juga 

mengalami kerugian emosional dan batin, seperti trauma terhadap suatu 

hal. Penyebabnya pun tidak hanya terbatas pada perbuatan yang sengaja 

namun juga kelalaian. 

Korban mempunyai peranan utama dalam terjadinya suatu 

kejahatan. Dapat dikatakan bahwa tidak ada suatu kejahatan kalau tidak 

ada korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dari penjahat dalam 

hal terjadinya suatu kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan si penjahat 

yang berakibat penderitaan korban. Pihak korban mempunyai status 

sebagai partisipan pasif maupun aktif dalam suatu kejahatan, memainkan 

 
79 Rena Yulia, Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, 

Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, h. 50-51 
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berbagai macam peranan yang mempengaruhi terjadinya kejahatan 

tersebut. Pelaksana peran peran pihak korban dipengaruhi oleh situasi dan 

kondisi tertentu langsung atau tidak langsung. Pengaruh tersebut hasilnya 

tidak selalu sama pada korban.80 

Beberapa tipe korban (kejahatan) yaitu :  

1. Korban yang tidak mempunyai kesalahan namun tetap menjadi 
korban, dalam hal ini murni kesalahan ada pada pelaku. 

2. Korban yang secara sadar atau tidak sadar mengakibatkan 
terjadinya kejahatan kepadanya, dalam hal ini korban terlibat 
dalam terjadinya suatu kejahatan. Kesalahan tidak hanya pada 
pelaku namun juga pada korban.  

3. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial rawan untuk 
menjadi korban kejahatan yaitu anak-anak, perempuan, orang 
yang cacat fisik/mental, orang miskin, golongan minoritas, dan 
sebagainya.  

4. Korban karena dia sendiri adalah pelaku. Inilah yang dikatakan 
sebagai kejahatan tanpa korban. Misalnya pelacur, penjudi, dan 
zina.81 
 

JE. Sahetapy beranggapan bahwa peranan korban dalam 

menimbulkan kejahatan adalah: 

1. Kejahatan tersebut memang dikehendaki korban untuk terjadi. 
2. Kerugian akibat kejahatan tersebut mungkin dijadikan korban 

untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.  
3. Akibat yang merugikan si korban dapat terjadi karena kerjasama 

antar pelaku dengan korban. 
4. Kejahatan mungkin tidak terjadi apabila tidak adanya hasutan 

dari korban.82 
 

Anak sering menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh 

orang dewasa dan yang menjadi korban ialah anak sehingga faktor tindak 

 
80 Ibid, h. 76. 
81 Maidin Gultom, Op. Cit, h. 2. 
82 J. E. Sahetapy, Viktimologi Sebuah Bunga Rampai, Pustaka Sinar Harapan, 

Jakarta, 2017, h. 7. 
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pelecehan seksual terhadap anak merupakan hal yang paling penting harus 

di ketahui karena dengan mengetahui faktor-faktor tersebut dapat 

mengantisipasi atau menanggulangi kejahatan pelecehan seksual terhadap 

anak. 

 Tanpa adanya korban maka suatu kejahatan tidak akan terjadi. 

Dalam hal ini korban mempunyai akibat dan pengaruh bagi dirinya sendiri 

maupun pihakpihak lain. Antara pelaku dengan korban mempunyai 

hubungan fungsional. Bahkan dalam kejahatan tertentu pihak korban 

dikatakan bertanggungjawab. Setiap kejahatan tentu ada korban, baik 

orang perorangan atau individu, karena untuk terjadinya kejahatan lazim 

terjadi seperti itu, terlepas dari pelakunya ditangkap atau tidak. Jika 

pelakunya dapat ditangkap dan dijatuhi pidana, belum tentu kerugian yang 

diderita korban dapat dipulihkan, seperti pembunuhan, penganiayaan, 

pemerkosaan, pelecehen seksual, dan lain-lain. Sehingga pemulihan 

terhadap akibat dari kejahatan tersebut akan menjadi beban dan tanggung 

jawab korban sendiri, termasuk pemulihan dan berintegrasi dalam 

kehidupan di masyarakat secara normal. 

Korban kejahatan dapat disebabkan karena ketidakadilan gender. 

Gender berbeda dengan jenis kelamin, karena gender adalah perbedaan 

antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak, tanggung jawab, 

dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya, dan adat istiadat. 

Bagi sejumlah orang, istilah gender barangkali sudah tidak asing lagi dan 

mungkin artinya sudah dipahami dengan baik. Di pihak lain mungkin ada 
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yang sudah sering mendengar istilahnya, namun masih mempertanyakan 

artinya dan masih banyak orang yang belum pernah mendengar istilah ini 

apalagi mengerti maksudnya.83 

Pelecehan seksual seringkali dilakukan oleh orang dekat yang 

mengenal korban. Suparman Marzuki, dalam pendapatnya menyatakan 

terkait dengan terjadinya kekerasan seksual, ada 3 (tiga) hal yang dapat 

mendukung terjadinya kejahatan tersebut yaitu pelaku, korban dan situasi 

serta kondisi. Ketiga hal tersebut, tidak dapat dipisahkan satu sama lain, 

dan masing-masing mempunyai andil sendiri-sendiri dalam mendorong 

timbulnya suatu tindak pidana seksual.84 

Peran pelaku disertai dengan posisi korban serta pengaruh 

lingkungan untuk terjadinya pelecehan seksual. Pelaku akan menjadi sosok 

seorang manusia yang gagal mengendalikan emosi dan naluri seksualnya 

secara wajar, sementara korban, juga berperan sebagai faktor 

kriminogen85, artinya sebagai pendorong langsung maupun tidak langsung 

terhadap terjadinya pelecehan seksual tersebut, begitu pula posisi pelaku 

dengan korban didukung oleh peran lingkungan (pelaku sebagai kakeknya 

sendiri dalam kesehariannya hanya ditemani oleh korban sebagai cucunya, 

karena orang tua korban dalam kesehariannya bekerja di luar kabupaten). 

 
83 Ni Nyoman Juwita Arsawati,”Anak Korban Kekerasan Seksual Akibat 

Ketimpangan Gender” Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 16 No.2 - Juni 2019, h.240. 
84 Suparma Marzuki, Pelecehan Seksual, Liberty, Yogyakarta,2015, h. 180 
85Kriminogen adalah faktor didalam kriminologi itu dikatakan sebagai faktor 

kriminogen yaitu faktor yang bertimbul sehingga menyebabkan keinginan seseorang untuk 
berbuat kejahatan atau memudahkan terjadinya kejahatan. Lihat Abdul Wahid dan 
Mohammad Labib, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas 
Hak Asasi Perempuan, Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 24 
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Akibat dari keadaan tersebut, pelaku akan lebih leluasa menjalankan nafsu 

yang tidak bisa dikendalikan dan membutuhkan pelampiasan.  

Posisi anak dalam kondisi seperti itu sudah cukup rentan. Anak 

menjadi subjek sosial yang dikorbankan oleh lawan jenisnya karena sudah 

jelas-jelas anak ditempatkan sebagai objek kepentingan (kebutuhan, 

kepuasan, dan keserakahan seksual) dari seorang laki-laki, terlebih lagi 

kakeknya sendiri. Dengan demikian, kedekatan hubungan dapat menjadi 

faktor yang cukup mempengaruhi terjadinya kejahatan kekerasan seksual. 

Seperti yang diungkapkan oleh Abdul Wahid, “di saat interaksi antara 

pelaku dengan korban demikian dekat, pihak perempuan kehilangan kontrol 

atau daya pengawasan untuk membentengi diri, sedangkan pihak pelaku 

seperti terdorong untuk berbuat, karena mendapatkan kesempatan untuk 

melakukannya.86 Menurut Made Darma Weda, “keadaan seperti itu disebut 

dengan victim precipitation, dalam hal ini perilaku korban, disadari atau 

tidak, merangsang timbulnya kekerasan seksual”.87 

Anak alam konteks pelecehan seksual tidak dapat dikatakan sebagai 

pihak yang turut berperan dalam terjadinya kejahatan. Anak wajib dilindungi 

oleh hukum, pemerintah, orang tua dan setiap orang. Penyebab terjadinya 

pelecehan seksual terhadap anak adalah kondisi kejiwaan dari pelaku yang 

memandang anak sebagai objek pelecehan seksual. Pelaku berharap 

dengan menjadikan anak sebagai objek kekerasan seksual, perilakunya 

 
86 Ibid, h. 70 
87 Made Darma Weda, Kriminologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2016, h. 77 
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akan tertutupi, karena anak tidak mampu melawan, mudah diancam dan 

tidak berani melapor. 

Setiap korban memiliki hak yang sama dimata hukum untuk 

mendapatkan keadilan atas apa yang dialami korban salah satu haknya 

ialah memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta 

bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian 

yang akan, sedang, atau telah diberikannya. 

Apbila pelaku pelecehan seksual terhadap anak yang diduga masih 

berusia anak juga perlu mendapat perlindungan dan penanganan proses 

hukum sesuai dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak termasuk mempertimbangkan penempatan anak di 

LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) atau LPAS 

(Lembaga Penempatan Anak Sementara) selama penanganan perkara 

berlangsung, atau LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) jika perkara 

sudah ada putusan Hakim yang tetap.  


